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Abstrak

Diskresi jaksa dalam penghentian penuntutan menghadirkan persoalan mendasar antara kebutuhan akan
fleksibilitas dalam sistem peradilan pidana dan tuntutan untuk mencegah penggunaan kewenangan publik secara
tidak terkendali. Penelitian ini menganalisis bagaimana batas diskresi jaksa dapat direkonstruksi agar tetap
selaras dengan prinsip legalitas dan akuntabilitas. Penelitian menggunakan pendekatan socio-legal dengan desain
kualitatif melalui analisis terhadap kerangka hukum yang mengatur kewenangan penuntutan, dokumen
kelembagaan dan dokumen terkait perkara yang dapat diakses secara sah, serta perspektif aktor yang terlibat
dalam pengambilan keputusan penuntutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan kewenangan yang
sah secara formal belum cukup untuk menjamin legitimasi keputusan penghentian penuntutan. Batas diskresi
yang sah dibentuk melalui keterhubungan lima dimensi, yaitu kewenangan yang sah, relevansi kondisi konkret
perkara, alasan keputusan yang rasional dan dapat diverifikasi, konsistensi penerapan parameter, serta
mekanisme akuntabilitas. Penelitian ini menawarkan kerangka rekonstruktif yang menggeser analisis dari
sekadar keberadaan kewenangan diskresioner menuju kualitas penggunaannya. Kerangka tersebut memberikan
parameter analitis untuk menilai apakah suatu keputusan tetap berada dalam batas hukum yang sah sekaligus
mempertahankan fleksibilitas yang diperlukan dalam menghadapi karakteristik perkara pidana yang beragam.
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D. Setiawan
1. PENDAHULUAN

Penghentian penuntutan merupakan salah satu bentuk keputusan yang paling menentukan dalam
proses peradilan pidana karena pada tahap inilah negara, melalui jaksa, menentukan apakah suatu
perkara masih layak dilanjutkan ke pengadilan atau harus diakhiri melalui mekanisme hukum yang
tersedia (Buocz et al., 2023). Keputusan tersebut tidak hanya menentukan keberlanjutan proses
terhadap seorang tersangka atau terdakwa, tetapi juga memengaruhi kepentingan korban, masyarakat,
dan legitimasi sistem penegakan hukum secara keseluruhan. Dalam praktiknya, keputusan penghentian
penuntutan tidak selalu lahir dari penerapan aturan secara sederhana dan mekanis. Jaksa sering kali
harus menilai kecukupan pembuktian, karakteristik perkara, posisi dan kepentingan korban,
kemungkinan pemulihan, tingkat kepentingan publik, serta tujuan yang hendak dicapai melalui proses
penuntutan (Limanté, 2024; Mantuc, 2023). Kompleksitas tersebut menunjukkan bahwa penuntutan
bukan sekadar aktivitas administratif untuk membawa setiap perkara yang memenuhi unsur formal ke
hadapan pengadilan. Di dalamnya terdapat ruang pertimbangan yang memungkinkan jaksa
menentukan pilihan hukum berdasarkan kondisi konkret suatu perkara. Ruang inilah yang kemudian
menempatkan diskresi sebagai salah satu persoalan penting dalam penyelenggaraan kewenangan

penuntutan (Rouhani et al., 2024).

Keberadaan diskresi pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari kebutuhan sistem hukum untuk
menghadapi keragaman perkara. Tidak semua perkara memiliki karakteristik yang sama, sementara
konsekuensi dari suatu keputusan penuntutan dapat berbeda secara signifikan antara satu perkara dan
perkara lainnya. Penerapan hukum yang sepenuhnya kaku berpotensi mengabaikan keadaan konkret
yang justru relevan bagi pencapaian keadilan (Bermejo-Casado et al., 2025; Richert & Nordgren,
2025). Sebaliknya, pemberian ruang pertimbangan kepada jaksa memungkinkan sistem penuntutan
merespons perkara secara lebih proporsional. Namun, fleksibilitas tersebut sekaligus membawa
persoalan mendasar. Semakin besar ruang yang tersedia bagi pejabat penuntut untuk menentukan
apakah suatu perkara dilanjutkan atau dihentikan, semakin besar pula risiko munculnya keputusan
yang tidak seragam, sulit diprediksi, atau dipengaruhi pertimbangan yang tidak memiliki hubungan
memadai dengan tujuan hukum (Song & Jiang, 2025). Oleh karena itu, persoalan utama tidak terletak
pada perlu atau tidaknya diskresi diberikan kepada jaksa. Diskresi justru merupakan kebutuhan dalam
sistem penuntutan modern. Persoalan yang lebih penting adalah bagaimana menentukan batas agar
ruang pertimbangan tersebut tetap memungkinkan fleksibilitas, tetapi tidak berkembang menjadi

kewenangan yang digunakan tanpa parameter yang jelas (Yong, 2024).

Pertanyaan mengenai batas tersebut membawa diskresi jaksa ke dalam hubungan yang erat antara
prinsip legalitas dan akuntabilitas. Prinsip legalitas menghendaki agar setiap penggunaan kewenangan
penegakan hukum memiliki dasar yang sah, dilakukan dalam ruang kompetensi yang diberikan oleh
hukum, dan tidak semata-mata bergantung pada preferensi individual aparat (Waxenecker et al.,

2025). Sementara itu, prinsip akuntabilitas menuntut agar penggunaan kewenangan dapat dijelaskan
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melalui alasan yang rasional, ditelusuri prosesnya, diuji dasar pertimbangannya, dan
dipertanggungjawabkan apabila menghasilkan konsekuensi yang tidak dapat dibenarkan. Kedua
prinsip tersebut harus bekerja secara bersamaan dalam konteks diskresi. Legalitas tanpa kemampuan
mempertimbangkan kondisi konkret dapat menghasilkan penuntutan yang formalistik dan tidak
sensitif terhadap kompleksitas perkara (Yadegarian & Razavi, 2025). Sebaliknya, diskresi tanpa
pembatasan legal dan tanpa mekanisme pertanggungjawaban dapat menciptakan ruang kekuasaan
yang terlalu luas. Dengan demikian, tantangan utama dalam penghentian penuntutan adalah
membangun titik keseimbangan antara kebutuhan akan fleksibilitas pengambilan keputusan dan
kebutuhan untuk memastikan bahwa setiap keputusan tetap dapat memperoleh legitimasi hukum

(Lockett et al., 2026; Tornqvist & Wettergren, 2023).

Urgensi persoalan tersebut dapat dilihat dari posisi sentral penuntutan dalam sistem peradilan pidana.
Keputusan untuk menghentikan suatu perkara pada dasarnya menghentikan kemungkinan perkara
tersebut memperoleh pemeriksaan dan penilaian lebih lanjut di hadapan pengadilan melalui proses
adjudikasi (Kelly, 2025; Qin & Chen, 2025). Artinya, satu keputusan dapat membawa konsekuensi
yang berbeda bagi setiap pihak. Bagi tersangka, penghentian penuntutan dapat menjadi perlindungan
terhadap proses pidana yang tidak lagi memiliki dasar atau manfaat yang memadai untuk diteruskan.
Bagi korban, keputusan tersebut dapat dipandang sebagai penyelesaian yang tepat apabila
kepentingannya telah dipulihkan, tetapi juga dapat menimbulkan persoalan apabila alasan penghentian
tidak transparan atau tidak mempertimbangkan posisinya secara memadai (Bacon, 2024). Bagi
masyarakat, penghentian penuntutan dapat mencerminkan penggunaan sumber daya penegakan hukum
secara rasional, tetapi dapat pula mengurangi kepercayaan terhadap institusi penuntutan ketika
perkara-perkara yang sebanding memperoleh perlakuan berbeda tanpa penjelasan yang dapat
diverifikasi. Konsekuensi tersebut memperlihatkan bahwa kualitas penghentian penuntutan tidak
cukup dinilai dari apakah perkara akhirnya dihentikan atau dilanjutkan, melainkan juga dari

bagaimana keputusan itu dibentuk (A’yun & Mudhoffir, 2026).

Dalam perkembangan kebijakan penegakan hukum, kebutuhan terhadap pendekatan yang tidak
sepenuhnya berorientasi pada penghukuman semakin memperluas relevansi pembahasan mengenai
diskresi penuntutan (Hacin et al., 2026). Sistem peradilan pidana menghadapi tekanan untuk tidak
hanya mengejar kepastian melalui penegakan aturan, tetapi juga mempertimbangkan efisiensi,
proporsionalitas, pemulihan, perlindungan kepentingan korban, dan kepentingan publik yang lebih
luas. Perkembangan tersebut menciptakan kebutuhan akan mekanisme pengambilan keputusan yang
mampu membedakan perkara berdasarkan kondisi substansialnya. Dalam situasi demikian, jaksa tidak
selalu berhadapan dengan pilihan sederhana antara menuntut atau tidak menuntut berdasarkan satu
parameter tunggal (Pech, 2022; Ring, 2025). Pertimbangan mengenai tujuan penuntutan menjadi
semakin kompleks karena harus dihubungkan dengan karakter perkara dan alasan yang dapat

membenarkan suatu penyelesaian. Kondisi ini memperlihatkan bahwa semakin beragam tujuan yang
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harus diperhitungkan dalam sistem penuntutan, semakin penting pula keberadaan standar yang mampu

menjelaskan kapan diskresi dapat digunakan secara sah (Roksandic et al., 2022).

Secara empiris, persoalan penggunaan diskresi juga berkaitan dengan besarnya variasi karakter
perkara yang masuk ke dalam sistem penegakan hukum. Perkara pidana memiliki tingkat kerugian,
pola pembuktian, hubungan antara pelaku dan korban, tingkat kesalahan, serta konsekuensi sosial
yang berbeda-beda (Le et al., 2025). Keragaman tersebut membuat pendekatan penuntutan yang
seragam sulit diterapkan secara mutlak. Perkara dengan karakteristik yang secara formal serupa dapat
memiliki kondisi faktual yang berbeda sehingga membutuhkan pertimbangan yang tidak identik. Akan
tetapi, variasi kondisi perkara tidak boleh secara otomatis menghasilkan variasi keputusan yang tidak
terkendali (Brook & Cseres, 2024; Kubrin & Tublitz, 2022). Justru semakin tinggi keragaman perkara,
semakin diperlukan parameter untuk membedakan alasan yang memang relevan dari alasan yang
hanya mencerminkan preferensi personal pengambil keputusan. Di sinilah persoalan empiris mengenai
diskresi menjadi penting: hukum dapat memberikan ruang pertimbangan, tetapi penggunaan ruang
tersebut harus dapat ditelusuri melalui hubungan antara kondisi perkara, alasan keputusan, dan dasar

kewenangan yang digunakan.

Pada konteks Indonesia, perkembangan mekanisme penghentian penuntutan dan penyelesaian perkara
di luar pola penuntutan konvensional semakin menunjukkan bahwa kewenangan jaksa tidak dapat
dipahami semata-mata sebagai kewajiban untuk membawa seluruh perkara ke persidangan
(Pangaribuan, 2025). Ruang pertimbangan dalam penuntutan berkembang seiring dengan kebutuhan
untuk menghadirkan keadilan yang lebih proporsional dan mempertimbangkan keadaan konkret.
Perkembangan ini sekaligus memperbesar kebutuhan terhadap kejelasan batas (Carlsson, 2025).
Ketika tersedia lebih dari satu kemungkinan penyelesaian terhadap suatu perkara, pertanyaan tentang
dasar pemilihan menjadi semakin penting. Mengapa suatu perkara dihentikan, sementara perkara lain
diteruskan? Pertimbangan apa yang membenarkan perbedaan tersebut? Sejauh mana kepentingan
korban, pemulihan, kepentingan publik, atau kondisi pelaku dapat digunakan sebagai alasan?
Pertanyaan-pertanyaan ini menunjukkan bahwa diskresi tidak cukup dibahas pada tingkat keberadaan
kewenangan. Persoalan yang lebih substantif adalah bagaimana kewenangan tersebut dioperasikan

dalam keputusan konkret.

Literatur mengenai diskresi penuntutan selama ini telah memberikan sejumlah landasan penting untuk
memahami posisi jaksa dalam sistem peradilan pidana. Salah satu arus kajian menempatkan diskresi
sebagai konsekuensi dari karakter kewenangan penuntutan itu sendiri (Parycek et al., 2024). Dalam
perspektif ini, hukum tidak mungkin mengantisipasi secara rinci seluruh variasi keadaan yang muncul
dalam perkara pidana. Karena itu, aparat penuntut membutuhkan ruang untuk menilai apakah fakta
tertentu memenuhi kondisi yang memungkinkan suatu tindakan hukum diambil. Kajian dalam
perspektif tersebut umumnya menekankan sumber kewenangan, struktur kelembagaan penuntutan, dan

prinsip-prinsip yang mendasari pilihan jaksa dalam menentukan arah perkara (Doughan, 2024).
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Kontribusi utama pendekatan ini adalah menunjukkan bahwa diskresi bukan sekadar penyimpangan
dari hukum, melainkan bagian dari cara hukum bekerja ketika norma umum harus diterapkan pada
situasi yang sangat beragam. Namun, penjelasan mengenai keberadaan diskresi belum dengan

sendirinya menjawab batas substantif yang harus mengarahkan penggunaannya.

Arus kajian berikutnya menempatkan persoalan diskresi terutama sebagai masalah pembatasan
kekuasaan. Perspektif ini berangkat dari kesadaran bahwa kewenangan untuk memilih tindakan hukum
dapat menciptakan ketimpangan apabila tidak dikendalikan melalui standar yang jelas. Karena itu,
legalitas, pedoman institusional, transparansi, pengawasan, dan mekanisme evaluasi sering
ditempatkan sebagai instrumen utama untuk mencegah penyalahgunaan diskresi (Welsh, 2023). Kajian
semacam ini penting karena menegaskan bahwa kebebasan pengambilan keputusan tidak dapat
dipisahkan dari kewajiban mempertanggungjawabkan keputusan tersebut. Meski demikian, fokus
terhadap instrumen pengawasan sering kali belum sepenuhnya menjelaskan bagaimana batas diskresi
bekerja pada tahap sebelum pengawasan dilakukan, yaitu ketika jaksa sedang membentuk alasan dan
menilai kondisi suatu perkara (Soubise, 2023). Padahal, potensi persoalan tidak hanya muncul setelah
keputusan dibuat, tetapi juga dalam proses penalaran yang menentukan alasan apa yang dianggap

relevan dan kondisi apa yang dianggap cukup untuk membenarkan penghentian penuntutan.

Sejumlah penelitian juga membahas penghentian penuntutan melalui perspektif kebijakan kriminal,
kepentingan publik, dan perkembangan pendekatan pemulihan. Dalam kajian tersebut, penghentian
perkara dapat dipahami sebagai instrumen untuk mencegah penggunaan proses pidana yang tidak
proporsional atau tidak lagi memberikan manfaat yang sebanding dengan konsekuensinya (Fleming-
Klink et al., 2023). Pendekatan ini memperkaya pemahaman bahwa keberhasilan penegakan hukum
tidak selalu diukur dari sebanyak mungkin perkara yang dibawa ke pengadilan. Terdapat keadaan
tertentu ketika penyelesaian lain dapat lebih sesuai dengan kepentingan keadilan. Akan tetapi,
pengakuan terhadap tujuan tersebut juga menimbulkan persoalan mengenai parameter. Kepentingan
publik, misalnya, merupakan konsep yang dapat memiliki cakupan luas apabila tidak dihubungkan
dengan indikator yang jelas (Yong, 2024). Demikian pula pertimbangan pemulihan dan
proporsionalitas dapat menghasilkan keputusan yang berbeda apabila tidak tersedia kerangka untuk
menilai relevansi dan bobot setiap faktor. Dengan demikian, literatur yang menekankan tujuan
substantif penghentian penuntutan masih membutuhkan penjelasan mengenai mekanisme pembatasan

agar tujuan tersebut tidak digunakan secara terlalu elastis.

Selain itu, terdapat kajian yang melihat diskresi melalui hubungan antara aturan formal dan praktik
institusional. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum tertulis tidak selalu menjelaskan seluruh
proses pengambilan keputusan yang berlangsung dalam institusi penuntutan. Pedoman, kebiasaan
organisasi, pola komunikasi, pengalaman profesional, dan penafsiran terhadap keadaan perkara dapat
memengaruhi bagaimana norma diterapkan (Song & Jiang, 2025). Kontribusi perspektif ini sangat

penting karena memperlihatkan kemungkinan adanya jarak antara batas normatif yang dirumuskan
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dalam regulasi dan batas operasional yang sesungguhnya digunakan dalam praktik. Namun, hubungan
antara keduanya sering masih diperlakukan sebagai persoalan deskriptif: regulasi menjelaskan apa
yang seharusnya dilakukan, sedangkan praktik menjelaskan apa yang terjadi (Yadegarian & Razavi,
2025). Yang masih memerlukan pengembangan lebih lanjut adalah kerangka yang secara sistematis
menghubungkan kedua dimensi tersebut untuk menentukan kapan praktik merupakan bentuk konkret

dari diskresi yang sah dan kapan praktik telah bergerak melampaui batas yang dapat dibenarkan.

Dari perkembangan penelitian tersebut terlihat bahwa terdapat gap pada tingkat konseptual dan
analitis. Pertama, banyak kajian masih berangkat dari dikotomi antara keberadaan diskresi dan
kebutuhan untuk membatasi diskresi. Pendekatan demikian memang berguna untuk memetakan
persoalan, tetapi belum cukup menjawab pertanyaan yang lebih operasional mengenai di mana
tepatnya batas itu berada. Batas diskresi tidak dapat hanya ditentukan melalui pernyataan umum
bahwa jaksa harus mematuhi hukum atau bertindak secara akuntabel. Rumusan tersebut membutuhkan
penjabaran ke dalam elemen yang dapat digunakan untuk menguji suatu keputusan. Analisis perlu
bergerak dari pertanyaan “apakah terdapat kewenangan” menuju pertanyaan yang lebih substantif
mengenai apakah kewenangan tersebut digunakan berdasarkan dasar hukum yang jelas, kondisi
perkara yang relevan, alasan yang dapat diverifikasi, dan pertimbangan yang dapat
dipertanggungjawabkan. Tanpa rekonstruksi seperti itu, pembahasan mengenai batas diskresi berisiko
berhenti pada prinsip yang benar secara normatif tetapi belum cukup operasional untuk menilai

keputusan konkret.

Kedua, masih terdapat keterbatasan penelitian yang secara langsung mempertemukan legalitas dan
akuntabilitas sebagai dua dimensi pembentuk batas diskresi dalam penghentian penuntutan. Legalitas
umumnya digunakan untuk menguji sumber dan ruang kewenangan, sedangkan akuntabilitas sering
ditempatkan sebagai mekanisme setelah kewenangan digunakan. Padahal, keduanya dapat dipahami
sebagai proses yang saling berkaitan. Legalitas menentukan dari mana kewenangan berasal dan
tindakan apa yang secara prinsip dapat dilakukan, sedangkan akuntabilitas menguji bagaimana
kewenangan itu digunakan dalam kondisi konkret dan apakah alasan yang mendasari penggunaannya
dapat dijelaskan serta diperiksa. Hubungan ini memungkinkan pembentukan batas yang lebih
komprehensif karena suatu keputusan tidak cukup hanya sah secara formal, tetapi juga harus
menunjukkan penalaran yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebaliknya, alasan yang
secara substantif tampak baik juga tidak dapat membenarkan keputusan apabila berada di luar ruang
kewenangan yang diberikan hukum. Celah inilah yang menjadi dasar perlunya rekonstruksi batas

diskresi melalui hubungan yang lebih terintegrasi antara legalitas dan akuntabilitas.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis dan merekonstruksi batas
diskresi jaksa dalam penghentian penuntutan agar penggunaan kewenangan tersebut tetap berada
dalam koridor prinsip legalitas dan sekaligus memenuhi tuntutan akuntabilitas. Secara khusus,

penelitian ini berfokus pada bagaimana regulasi membentuk ruang kewenangan jaksa dalam
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penghentian penuntutan, bagaimana ruang tersebut digunakan dan dijustifikasi dalam praktik, serta
kondisi apa yang dapat digunakan untuk membedakan diskresi yang sah dari penggunaan kewenangan
yang berlebihan. Penelitian ini tidak memandang penghentian penuntutan semata-mata sebagai
persoalan hasil akhir berupa diteruskan atau dihentikannya suatu perkara. Fokus analisis ditempatkan
pada struktur pengambilan keputusan yang mendahului hasil tersebut, terutama hubungan antara
sumber kewenangan, kondisi konkret perkara, alasan yang digunakan, konsistensi penerapan, dan
kemungkinan pertanggungjawaban. Dengan perspektif tersebut, pertanyaan penelitian diarahkan pada
bagaimana batas diskresi jaksa dapat direkonstruksi sehingga fleksibilitas yang diperlukan dalam

penuntutan tidak mengurangi kepastian hukum, kesetaraan perlakuan, dan legitimasi institusional.

Novelty penelitian ini terletak pada pengembangan kerangka rekonstruksi batas diskresi yang tidak
berhenti pada identifikasi kewenangan diskresioner atau inventarisasi mekanisme pengawasan,
melainkan menghubungkan secara langsung lima dimensi pengujian, yaitu kewenangan yang sah,
relevansi kondisi perkara, kualitas dan rasionalitas alasan keputusan, konsistensi penerapan, serta
mekanisme pertanggungjawaban. Kerangka tersebut menempatkan legalitas dan akuntabilitas sebagai
prinsip yang bekerja secara simultan dalam membentuk governance of prosecutorial discretion.
Kontribusi penelitian ini diharapkan bersifat konseptual dengan memperjelas karakter diskresi sebagai
kewenangan yang memperoleh legitimasi melalui batas hukum dan alasan yang dapat diuji, sekaligus
bersifat normatif-praktis melalui penyediaan parameter untuk mengevaluasi keputusan penghentian
penuntutan. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan pergeseran dari pendekatan yang hanya
mempertanyakan ada atau tidaknya diskresi menuju pendekatan yang menilai kualitas penggunaan
diskresi. Rekonstruksi tersebut penting untuk memastikan bahwa kewenangan penghentian penuntutan
tetap memiliki ruang fleksibilitas yang diperlukan dalam menghadapi kompleksitas perkara, tetapi
fleksibilitas itu selalu disertai batas yang jelas, alasan yang dapat ditelusuri, dan pertanggungjawaban

yang memungkinkan keputusan jaksa memperoleh legitimasi dalam negara hukum.

II. METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan socio-legal research dengan desain penelitian kualitatif.
Pendekatan ini dipilih karena persoalan batas diskresi jaksa dalam penghentian penuntutan tidak dapat
dianalisis hanya melalui pembacaan tekstual terhadap peraturan perundang-undangan. Penelitian perlu
menghubungkan tiga dimensi yang saling berkaitan, yaitu norma yang membentuk dan membatasi
kewenangan jaksa, praktik penggunaan kewenangan dalam pengambilan keputusan penghentian
penuntutan, serta mekanisme akuntabilitas yang memungkinkan keputusan tersebut dijelaskan dan
dievaluasi. Dengan demikian, hukum dalam penelitian ini dipahami tidak hanya sebagai seperangkat
norma, tetapi juga sebagai kerangka yang memperoleh makna melalui penerapannya dalam praktik
kelembagaan. Desain penelitian diarahkan untuk merekonstruksi batas diskresi melalui proses

pengujian antara batas normatif dan batas operasional. Batas normatif diidentifikasi dari ketentuan
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hukum dan regulasi yang mengatur kewenangan penuntutan serta penghentian penuntutan. Batas
operasional kemudian dianalisis melalui dokumen yang merekam dasar pertimbangan keputusan dan
informasi dari aktor yang terlibat dalam proses penuntutan. Hasil dari kedua dimensi tersebut
selanjutnya dipertemukan untuk mengidentifikasi kesesuaian, ketegangan, dan kemungkinan

kesenjangan antara hukum yang mengatur diskresi dan praktik penggunaannya.

Secara konseptual, proses penelitian dapat dilihat pada Gambar 1. Analisis dimulai dari identifikasi
ruang kewenangan berdasarkan prinsip legalitas, dilanjutkan dengan pemeriksaan penggunaan diskresi
dalam kondisi perkara konkret, dan diakhiri dengan pengujian kualitas alasan serta mekanisme
pertanggungjawaban. Hasil pengujian tersebut menjadi dasar rekonstruksi parameter batas diskresi

jaksa dalam penghentian penuntutan.

Perumusan
Masalah Penelitian

v

Pengumpulan
Data

v

Analisis
Data

v

Rekonstruksi
Batas Diskresi

.

Penarikan
Kesimpulan

Gambar 1. Kerangka Alur Penelitian. Sumber: Diolah oleh penulis.

B.  Sumber dan Pengumpulan Data

Penelitian menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara
semi-terstruktur dengan informan yang memiliki keterlibatan atau pemahaman langsung terhadap
proses penuntutan dan penggunaan diskresi. Pemilihan informan dilakukan secara purposive
berdasarkan relevansi pengalaman dan pengetahuan terhadap objek penelitian. Wawancara diarahkan
untuk memperoleh pemahaman mengenai bagaimana ruang diskresi dimaknai, faktor apa yang
dipertimbangkan ketika menilai kemungkinan penghentian penuntutan, bagaimana alasan keputusan
dirumuskan, serta bagaimana bentuk pengawasan dan pertanggungjawaban dipahami dalam praktik.
Data sekunder terdiri atas peraturan perundang-undangan, regulasi dan pedoman yang berkaitan
dengan kewenangan penuntutan, penghentian penuntutan, prinsip legalitas, dan mekanisme
akuntabilitas. Selain itu, penelitian menggunakan dokumen yang relevan dengan proses pengambilan
keputusan penghentian penuntutan, sejauh dokumen tersebut dapat diakses secara sah untuk
kepentingan penelitian. Dokumen digunakan untuk mengidentifikasi pola argumentasi, dasar

pertimbangan, kondisi perkara yang dianggap relevan, dan hubungan antara alasan keputusan dengan
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ketentuan yang menjadi dasar kewenangan. Literatur akademik digunakan sebagai sumber pendukung

untuk membangun kerangka konseptual mengenai diskresi penuntutan dan pembatasan kekuasaan.

Untuk menjaga fokus analisis, seluruh sumber data dipilih berdasarkan keterkaitannya dengan
pertanyaan utama penelitian, yaitu bagaimana batas diskresi jaksa dalam penghentian penuntutan
dapat direkonstruksi agar sesuai dengan prinsip legalitas dan memenuhi tuntutan akuntabilitas. Tabel 1
menampilkan hubungan antara sumber data, informasi yang digali, dan fungsi analitis masing-masing

sumber dalam penelitian.

Tabel 1. Sumber Data dan Fungsi Analitis

Sumber Data Data yang Dianalisis Fungsi dalam Penelitian
Peraturan perundang- Dasar kewenangan, persyaratan, Mengidentifikasi batas normatif
undangan dan regulasi prosedur, serta batas penghentian diskresi berdasarkan prinsip legalitas
terkait penuntutan
Pedoman dan dokumen Standar pertimbangan, mekanisme Mengidentifikasi batas operasional dan
kelembagaan internal, dan bentuk pengawasan institusional penggunaan diskresi
Dokumen penghentian Dasar keputusan, kondisi perkara, dan Menganalisis pola justifikasi
penuntutan yang dapat argumentasi penghentian penggunaan diskresi dalam praktik
diakses secara sah
Wawancara semi- Pemaknaan kewenangan, proses Menjelaskan praktik dan penalaran
terstruktur pertimbangan, dan akuntabilitas aktor dalam penggunaan diskresi

keputusan
Literatur akademik Konsep diskresi, legalitas, akuntabilitas, | Membangun serta memperkuat
dan pembatasan kekuasaan kerangka interpretasi dan rekonstruksi

Sumber: Diolah oleh penulis.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan wawancara. Studi dokumen dilakukan
dengan menelusuri, mengklasifikasikan, dan membaca sumber berdasarkan tiga kategori utama, yaitu
sumber yang menjelaskan kewenangan, sumber yang menunjukkan alasan penggunaan kewenangan,
dan sumber yang berkaitan dengan pengawasan atau pertanggungjawaban. Wawancara dilakukan
secara semi-terstruktur agar terdapat keseragaman tema yang digali, tetapi tetap memungkinkan
informan menjelaskan pengalaman dan pertimbangannya secara lebih mendalam. Data hasil

wawancara dicatat dan ditranskripsikan sebelum dianalisis bersama data dokumenter.
C. Teknik Analisis Data

Analisis dilakukan secara kualitatif dan berlangsung melalui proses pengodean, kategorisasi,
interpretasi, dan rekonstruksi. Tahap awal dilakukan dengan mengidentifikasi norma yang membentuk
ruang diskresi. Pada tahap ini, analisis diarahkan untuk menemukan dasar kewenangan, kondisi yang
memungkinkan penghentian penuntutan, pembatasan yang ditentukan hukum, serta bentuk
pengawasan yang tersedia. Hasilnya digunakan untuk membentuk baseline normatif sebagai titik
pembanding terhadap praktik penggunaan diskresi. Tahap berikutnya adalah analisis terhadap
dokumen dan data wawancara. Setiap data dikodekan berdasarkan kategori yang diturunkan dari
tujuan penelitian, yaitu dasar kewenangan, kondisi perkara, alasan keputusan, relevansi pertimbangan,
konsistensi penerapan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Pengodean bersifat terbuka terhadap
temuan baru yang muncul dari data sehingga kategori analisis tidak hanya bergantung pada kerangka

awal, tetapi juga dapat menangkap pola pertimbangan yang berkembang dalam praktik.
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Setelah proses kategorisasi, data dibandingkan secara silang untuk melihat hubungan antara norma dan
praktik. Triangulasi dilakukan dengan mempertemukan ketentuan hukum, dokumen keputusan, dan
penjelasan informan. Proses ini digunakan untuk mengidentifikasi apakah alasan dan pertimbangan
yang digunakan dalam praktik memiliki dasar kewenangan yang memadai, apakah kondisi perkara
yang dijadikan dasar penghentian relevan dengan tujuan penggunaan diskresi, serta apakah terdapat
mekanisme yang memungkinkan keputusan tersebut diperiksa dan dipertanggungjawabkan. Parameter
analisis selanjutnya digunakan untuk membedakan diskresi yang masih berada dalam batas yang dapat
dibenarkan dari penggunaan kewenangan yang berpotensi melampaui batas. Pengujian tidak
didasarkan pada satu unsur tunggal, melainkan pada keterhubungan beberapa unsur. Suatu keputusan
dianalisis berdasarkan keberadaan dasar kewenangan yang sah, relevansi kondisi perkara, kualitas dan
rasionalitas alasan yang diberikan, konsistensi penggunaan pertimbangan terhadap perkara yang
sebanding, serta ketersediaan mekanisme pertanggungjawaban. Hubungan antarelemen tersebut
menjadi dasar rekonstruksi batas diskresi. Secara ringkas, matriks analisis yang digunakan dalam

penelitian ditunjukkan pada Tabel 2.

Tabel 2. Matriks Parameter Analisis Batas Diskresi

211:::1215; Pertanyaan Analitis Indikator Pengujian

Legalitas Apakah keputusan berada dalam ruang Dasar hukum, kompetensi, dan kesesuaian
kewenangan yang sah? dengan persyaratan normatif

Kondisi Apakah terdapat keadaan konkret yang Relevansi fakta, karakteristik perkara,

perkara membenarkan penggunaan diskresi? kepentingan pihak terkait, dan tujuan penuntutan

Alasan Apakah keputusan didasarkan pada Kejelasan argumentasi, hubungan alasan dengan

keputusan pertimbangan yang rasional? fakta, dan kemampuan alasan untuk diverifikasi

Konsistensi Apakah pertimbangan diterapkan secara | Keseragaman parameter terhadap perkara yang
dapat diprediksi? memiliki karakteristik sebanding

Akuntabilitas | Apakah keputusan dapat diperiksa dan Dokumentasi alasan, mekanisme evaluasi,
dipertanggungjawabkan? pengawasan, dan keterlacakan proses keputusan

Sumber: Diolah oleh penulis berdasarkan kerangka penelitian.

Rekonstruksi akhir dilakukan melalui analisis sintesis. Pada tahap ini, temuan mengenai batas normatif
dibandingkan dengan pola penggunaan diskresi dalam praktik untuk mengidentifikasi area yang telah
memiliki parameter jelas, area yang masih menyisakan ruang interpretasi luas, dan kondisi yang
berpotensi menimbulkan penggunaan kewenangan tanpa batas yang memadai. Berdasarkan sintesis
tersebut, penelitian merumuskan kerangka batas diskresi yang menghubungkan kewenangan yang sah

dengan alasan keputusan yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan.
D. Keabsahan Data dan Etika Penelitian

Keabsahan temuan dijaga melalui triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber
dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari regulasi, dokumen, dan informan.
Triangulasi metode dilakukan melalui penggunaan studi dokumen dan wawancara untuk memeriksa
suatu isu dari lebih dari satu bentuk data. Apabila ditemukan perbedaan antara norma dan praktik,
perbedaan tersebut tidak langsung diperlakukan sebagai kesalahan, melainkan dianalisis sebagai

bagian dari temuan mengenai kemungkinan adanya kesenjangan antara batas normatif dan batas
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operasional diskresi. Dalam pelaksanaan wawancara, penelitian memperhatikan persetujuan informan,
kerahasiaan identitas, dan pembatasan penggunaan informasi sesuai kepentingan penelitian. Informasi
yang berkaitan dengan perkara atau dokumen yang memiliki pembatasan akses tidak digunakan di luar
ruang lingkup yang diperbolehkan. Langkah tersebut diperlukan untuk menjaga integritas penelitian
sekaligus memastikan bahwa analisis terhadap penggunaan diskresi dilakukan tanpa mengabaikan

prinsip kerahasiaan dan perlindungan terhadap pihak-pihak yang terkait.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil penelitian menunjukkan bahwa batas diskresi jaksa dalam penghentian penuntutan tidak
terbentuk hanya oleh keberadaan dasar hukum yang memberikan kewenangan. Analisis terhadap
kerangka regulasi, dokumen yang berkaitan dengan pengambilan keputusan, dan informasi mengenai
praktik penggunaan kewenangan menunjukkan bahwa legalitas merupakan titik awal, tetapi belum
cukup untuk memastikan bahwa suatu keputusan diskresioner dapat dibenarkan. Dalam praktik,
penghentian penuntutan melibatkan hubungan antara kewenangan formal, kondisi konkret perkara,
alasan yang digunakan untuk membenarkan keputusan, konsistensi penerapan, dan mekanisme yang

memungkinkan keputusan tersebut dievaluasi.

Tabel 3. Pemetaan Hasil Analisis Batas Diskresi Jaksa dalam Penghentian Penuntutan

Dimensi Fokus Pola yang Ditemukan Konsekuensi terhadap Batas
Temuan Penilaian Diskresi
Legalitas Sumber dan | Kewenangan menjadi dasar awal bagi | Diskresi tidak dapat digunakan di
ruang penggunaan diskresi, tetapi luar ruang kewenangan yang
kewenangan | memerlukan penafsiran ketika diberikan hukum
diterapkan pada perkara konkret
Kondisi Fakta dan Kondisi perkara menentukan relevansi | Setiap penggunaan diskresi harus
perkara karakteristik | penggunaan diskresi, sehingga memiliki hubungan dengan
konkret keputusan tidak dapat didasarkan pada | keadaan faktual yang dapat
pertimbangan abstrak semata dijelaskan
Alasan Rasionalitas | Kualitas alasan menentukan apakah Alasan harus relevan, rasional, dan
keputusan dan keputusan dapat dipahami sebagai dapat ditelusuri hubungannya
justifikasi pertimbangan hukum atau preferensi dengan fakta
individual
Konsistensi Keseragaman | Terdapat kebutuhan untuk menerapkan | Variasi keputusan harus dapat
parameter parameter yang sebanding terhadap dijelaskan melalui perbedaan
perkara dengan karakteristik serupa kondisi yang relevan
Akuntabilitas | Keterlacakan | Keputusan memerlukan dokumentasi Diskresi memperoleh legitimasi
dan evaluasi | dan kemungkinan untuk diperiksa apabila proses dan alasannya dapat
melalui mekanisme kelembagaan dipertanggungjawabkan

Sumber: Hasil analisis penulis.

Temuan ini memperlihatkan adanya dua lapisan batas diskresi. Lapisan pertama merupakan batas
normatif yang menentukan apakah jaksa memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan penghentian
penuntutan dan dalam kondisi apa kewenangan tersebut dapat digunakan. Lapisan kedua merupakan
batas operasional yang berkaitan dengan bagaimana kewenangan itu diterapkan pada perkara konkret.
Perbedaan kedua lapisan tersebut penting karena suatu keputusan dapat berada dalam ruang

kewenangan yang secara formal tersedia, tetapi tetap menimbulkan persoalan apabila alasan
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penggunaannya tidak cukup jelas, tidak memiliki hubungan langsung dengan kondisi perkara, atau
tidak dapat diperiksa melalui mekanisme akuntabilitas. Hasil pemetaan lima dimensi utama yang
membentuk batas diskresi jaksa dalam penghentian penuntutan disajikan pad aTable 3. Pemetaan ini
menunjukkan bahwa setiap dimensi memiliki fungsi berbeda, tetapi seluruhnya bekerja secara saling

melengkapi dalam menentukan legitimasi suatu keputusan.

Tabel 3 menunjukkan bahwa legalitas berfungsi sebagai batas eksternal terhadap kewenangan,
sedangkan kondisi perkara dan alasan keputusan berfungsi sebagai batas substantif terhadap
penggunaan kewenangan tersebut. Dengan kata lain, keberadaan dasar hukum belum secara otomatis
membenarkan setiap bentuk penghentian penuntutan. Jaksa tetap harus menunjukkan bahwa kondisi
konkret perkara relevan dengan penggunaan diskresi dan bahwa alasan yang digunakan memiliki
hubungan yang dapat dijelaskan dengan kondisi tersebut. Sementara itu, konsistensi dan akuntabilitas
berfungsi sebagai mekanisme pengendalian terhadap kemungkinan perbedaan keputusan yang tidak
dapat dibenarkan. Temuan ini menunjukkan bahwa batas diskresi bersifat kumulatif dan tidak dapat

direduksi hanya menjadi satu persyaratan formal.

Hasil berikutnya menunjukkan bahwa legalitas memiliki posisi sebagai pintu masuk, tetapi bukan
sebagai satu-satunya ukuran legitimasi keputusan. Dasar hukum menentukan siapa yang memiliki
kewenangan, ruang tindakan yang diperbolehkan, serta persyaratan umum penggunaan kewenangan.
Namun, pada tahap penerapan, norma tidak selalu memberikan jawaban yang sepenuhnya rinci
terhadap setiap variasi perkara. Ruang penafsiran muncul ketika jaksa harus menentukan relevansi
fakta, menilai kepentingan yang perlu dipertimbangkan, dan menghubungkan keadaan konkret dengan
tujuan penghentian penuntutan. Oleh karena itu, batas diskresi tidak berhenti pada pertanyaan
mengenai ada atau tidaknya kewenangan, tetapi berlanjut pada cara kewenangan tersebut

diterjemahkan menjadi keputusan.

Dalam lapisan operasional, kondisi perkara muncul sebagai elemen penting yang membedakan
diskresi yang dapat dibenarkan dari penggunaan kewenangan yang terlalu luas. Hasil analisis
menunjukkan bahwa kondisi konkret harus berfungsi sebagai dasar yang dapat diverifikasi, bukan
sekadar sebagai alasan umum untuk memberikan pembenaran setelah keputusan dibuat. Relevansi
kondisi perkara ditentukan oleh hubungannya dengan tujuan penuntutan dan dasar hukum yang
mengatur kemungkinan penghentian. Dengan demikian, karakteristik pelaku, posisi korban, tingkat
kerugian, pemulihan, kualitas pembuktian, dan kepentingan publik hanya dapat memperoleh arti
sebagai pertimbangan apabila dapat dihubungkan secara jelas dengan konteks hukum dan tujuan

keputusan.

Temuan tersebut juga menunjukkan bahwa alasan keputusan merupakan titik penting dalam proses
akuntabilitas. Alasan tidak hanya berfungsi untuk menjelaskan hasil akhir, tetapi menjadi penghubung
antara fakta perkara dan penggunaan kewenangan. Semakin jelas hubungan antara fakta, dasar hukum,

dan alasan penghentian, semakin besar kemungkinan keputusan dapat diperiksa secara objektif.
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Sebaliknya, alasan yang terlalu umum membuka ruang bagi penafsiran yang sulit diuji. Dalam konteks
ini, akuntabilitas tidak cukup dimaknai sebagai kewajiban untuk membuat laporan setelah keputusan
diambil. Akuntabilitas harus telah melekat sejak tahap pembentukan keputusan melalui kewajiban
untuk mendokumentasikan pertimbangan dan menjelaskan hubungan antara kondisi perkara dengan

dasar penghentian.

Dapat dilihat pada Gambar 2 bahwa hasil penelitian menghasilkan model hubungan antardimensi yang
bersifat berurutan sekaligus saling mengendalikan. Legalitas menentukan ruang awal, kondisi perkara
memberikan dasar kontekstual, alasan keputusan membentuk justifikasi, konsistensi menguji

kesetaraan penggunaan parameter, dan akuntabilitas memastikan seluruh proses dapat ditelusuri dan

dievaluasi.
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Gambar 2. Model Rekonstruksi Batas Diskresi Jaksa dalam Penghentian Penuntutan. Sumber: Hasil
rekonstruksi penulis.

Gambar 2 menginterpretasikan batas diskresi sebagai suatu proses, bukan sebagai garis formal yang
hanya diuji pada awal pengambilan keputusan. Setiap tahap berfungsi sebagai titik pengendalian.
Keputusan yang memiliki dasar kewenangan, tetapi tidak didukung kondisi perkara yang relevan,
belum memenuhi keseluruhan parameter. Demikian pula, keputusan yang didukung kondisi tertentu
tetap dapat menjadi problematis apabila alasan yang diberikan tidak jelas atau tidak tersedia
mekanisme untuk menguji pertimbangannya. Model tersebut menunjukkan bahwa diskresi yang sah
memerlukan keterhubungan antartahap. Putusnya hubungan antara salah satu tahap dengan tahap

berikutnya dapat melemahkan legitimasi keputusan penghentian penuntutan.

Untuk memperjelas hasil rekonstruksi, Tabel 4 menyajikan pembedaan antara karakteristik diskresi
yang berada dalam batas yang dapat dibenarkan dan karakteristik penggunaan diskresi yang berpotensi
melampaui batas. Tabel ini tidak dimaksudkan untuk menciptakan pemisahan yang sepenuhnya kaku,

tetapi sebagai parameter analitis untuk mengevaluasi kualitas suatu keputusan.



D. Setiawan

Tabel 4. Parameter Pembedaan Diskresi yang Sah dan Diskresi yang Berpotensi Tidak Terkendali

Parameter Diskresi yang Sah Diskresi yang Berpotensi Tidak Terkendali
Dasar Berasal dari kewenangan yang jelas dan berada | Tidak memiliki dasar yang memadai atau
kewenangan | dalam ruang hukum yang sah melampaui ruang kewenangan
Kondisi Didasarkan pada fakta konkret yang relevan | Menggunakan kondisi yang umum, tidak
perkara dan dapat diidentifikasi relevan, atau tidak dapat diverifikasi
Alasan Rasional, terhubung dengan fakta dan dasar | Bersifat abstrak, tidak konsisten, atau sulit
keputusan hukum ditelusuri
Penerapan Menggunakan parameter yang dapat dijelaskan | Menghasilkan perbedaan tanpa alasan yang

pada perkara sebanding dapat dibenarkan
Akuntabilitas | Terdokumentasi dan terbuka terhadap evaluasi | Proses pertimbangan tidak jelas dan sulit
sesuai mekanisme yang berlaku diperiksa

Sumber: Hasil analisis dan rekonstruksi penulis.

Tabel 4 menunjukkan bahwa pembedaan antara diskresi yang sah dan penggunaan kewenangan yang
problematis tidak semata-mata ditentukan oleh hasil keputusan. Penghentian penuntutan tidak
otomatis dianggap benar hanya karena menghasilkan penyelesaian yang dipandang baik, dan tidak
otomatis dianggap salah hanya karena menimbulkan perbedaan dengan perkara lain. Yang
menentukan adalah kualitas proses justifikasi. Perbedaan hasil masih dapat dibenarkan apabila
terdapat perbedaan kondisi yang relevan dan alasan yang dapat dijelaskan. Sebaliknya, kesamaan hasil
tidak selalu menjamin kualitas keputusan apabila dasar pertimbangannya tidak dapat ditelusuri. Oleh
sebab itu, rekonstruksi batas diskresi harus berorientasi pada proses dan alasan, bukan hanya pada

hasil akhir.

Dengan demikian, hasil penelitian menghasilkan temuan utama bahwa batas diskresi jaksa bersifat
berlapis. Batas tersebut dimulai dari legalitas sebagai dasar kewenangan, tetapi memperoleh bentuk
substantif melalui pengujian kondisi perkara dan alasan keputusan. Selanjutnya, konsistensi dan
akuntabilitas berfungsi untuk memastikan bahwa penggunaan diskresi tidak berubah menjadi ruang
preferensi individual yang sulit dikendalikan. Dengan kerangka tersebut, diskresi tidak diposisikan
sebagai pengecualian terhadap prinsip legalitas. Sebaliknya, diskresi merupakan bagian dari
pelaksanaan kewenangan yang hanya memperoleh legitimasi apabila digunakan dalam ruang hukum

yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan alasan yang relevan.
Pembahasan

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa persoalan utama diskresi penuntutan bukanlah pertentangan
sederhana antara fleksibilitas dan kepastian hukum. Hasil penelitian justru menunjukkan bahwa
keduanya dapat ditempatkan dalam satu kerangka apabila diskresi dipahami sebagai kewenangan yang
harus melewati serangkaian pengujian. Fleksibilitas diperlukan karena perkara pidana tidak memiliki
kondisi yang seragam. Namun, fleksibilitas tidak berarti jaksa memiliki kebebasan tanpa struktur.
Temuan mengenai lima dimensi batas diskresi menunjukkan bahwa hukum tetap dapat menyediakan
ruang bagi pertimbangan individual tanpa menyerahkan seluruh kualitas keputusan kepada preferensi
pengambil keputusan. Legalitas menentukan sumber dan batas awal, kondisi perkara memastikan

bahwa pertimbangan berhubungan dengan fakta, alasan keputusan memastikan adanya justifikasi,
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konsistensi mencegah perlakuan yang tidak setara, sedangkan akuntabilitas memastikan bahwa seluruh

proses dapat diperiksa.

Hasil ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang memandang diskresi sebagai bagian yang tidak
dapat dihindari dari proses penegakan hukum. Kajian terdahulu pada umumnya menunjukkan bahwa
aturan formal tidak mungkin mengantisipasi seluruh kompleksitas perkara sehingga aparat penuntut
membutuhkan ruang untuk melakukan penilaian (Doughan, 2024; Parycek et al., 2024). Penelitian ini
menguatkan pandangan tersebut, terutama karena penghentian penuntutan merupakan keputusan yang
sangat bergantung pada kemampuan menghubungkan norma umum dengan kondisi perkara konkret.
Namun, penelitian ini memperluas pendekatan sebelumnya dengan menunjukkan bahwa keberadaan
ruang diskresi tidak cukup dianalisis dari sumber kewenangannya. Diskresi harus dipahami melalui
rangkaian hubungan antara kewenangan, fakta, alasan, konsistensi, dan pertanggungjawaban. Dengan
demikian, novelty temuan terletak pada pergeseran dari pembahasan mengenai “ada atau tidaknya

diskresi” menuju “bagaimana kualitas penggunaan diskresi diuji”.

Perbandingan dengan penelitian sebelumnya juga menunjukkan perbedaan pada posisi prinsip legalitas
(Fleming-Klink et al., 2023; Soubise, 2023). Dalam pendekatan yang menekankan legalitas secara
dominan, pembatasan diskresi sering ditempatkan terutama pada keberadaan aturan dan persyaratan
formal. Penelitian ini menemukan bahwa pendekatan tersebut penting, tetapi belum cukup ketika
diterapkan pada penghentian penuntutan. Suatu regulasi dapat memberikan ruang pertimbangan yang
luas, sehingga persoalan pembatasan sesungguhnya baru menjadi lebih kompleks pada tahap
penggunaan kewenangan. Oleh sebab itu, legalitas harus dihubungkan dengan kualitas justifikasi.
Keputusan yang secara formal berada dalam ruang kewenangan masih perlu diuji berdasarkan alasan
yang digunakan. Hasil ini memperlihatkan bahwa legalitas dan akuntabilitas tidak seharusnya
diposisikan sebagai prinsip yang bekerja secara terpisah. Legalitas tanpa akuntabilitas berpotensi
menghasilkan pengujian yang terlalu formal, sedangkan akuntabilitas tanpa legalitas berpotensi

melegitimasi pertimbangan substantif yang sebenarnya tidak memiliki dasar kewenangan.

Temuan penelitian juga memperluas kajian sebelumnya yang menempatkan pengawasan sebagai
instrumen utama pengendalian diskresi (Carlsson, 2025; Welsh, 2023). Pengawasan memang penting,
terutama untuk menyediakan mekanisme koreksi terhadap keputusan yang bermasalah. Akan tetapi,
hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian seharusnya dimulai sebelum suatu keputusan
memasuki tahap pengawasan. Akuntabilitas perlu dibangun sejak proses pengambilan keputusan
melalui dokumentasi alasan, identifikasi kondisi yang relevan, dan penggunaan parameter yang dapat
dijelaskan. Pendekatan ini dapat disebut sebagai bentuk akuntabilitas berbasis alasan. Fokusnya bukan
hanya pada siapa yang akan mengawasi keputusan setelah keputusan dibuat, tetapi juga apakah
keputusan sejak awal telah dibentuk melalui penalaran yang cukup jelas untuk dapat diawasi.
Implikasi pentingnya adalah bahwa kualitas sistem pengendalian tidak hanya bergantung pada

kekuatan lembaga pengawas, tetapi juga pada kualitas arsitektur pengambilan keputusan.
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Dari sisi teoritis, penelitian ini memiliki implikasi terhadap pemahaman mengenai governance of
prosecutorial discretion. Diskresi tidak perlu dipahami sebagai ruang kosong di antara aturan hukum,
melainkan sebagai ruang pengambilan keputusan yang tetap memiliki struktur normatif. Struktur
tersebut dibentuk oleh hubungan antara kewenangan dan pembenaran. Kewenangan menjawab
pertanyaan apakah jaksa boleh bertindak, sedangkan pembenaran menjawab pertanyaan mengapa
tindakan tertentu dipilih dalam kondisi konkret. Hubungan keduanya menghasilkan standar evaluasi
yang lebih lengkap. Jaksa tidak cukup menunjukkan bahwa ia memiliki kewenangan untuk
menghentikan penuntutan, tetapi juga perlu menunjukkan alasan mengapa kewenangan tersebut
digunakan dalam perkara tertentu. Dengan cara ini, diskresi tetap dapat mempertahankan karakter

fleksibelnya tanpa kehilangan keterikatannya terhadap prinsip negara hukum.

Secara praktis, hasil penelitian mengimplikasikan perlunya penguatan standar justifikasi dalam proses
penghentian penuntutan. Setiap keputusan idealnya dibangun melalui hubungan yang dapat ditelusuri
antara dasar hukum, kondisi perkara, pertimbangan yang digunakan, dan kesimpulan yang diambil.
Standarisasi tidak harus berarti menghilangkan seluruh ruang pertimbangan individual. Sebaliknya,
standar dapat berfungsi untuk menentukan pertanyaan minimum yang harus dijawab sebelum diskresi
digunakan. Misalnya, keputusan harus mampu menjelaskan dasar kewenangan, kondisi konkret yang
membedakan perkara, relevansi kondisi tersebut terhadap tujuan penghentian, serta alasan mengapa
penyelesaian melalui penghentian lebih dapat dibenarkan dibandingkan kelanjutan penuntutan. Model
tersebut dapat meningkatkan keterlacakan keputusan sekaligus memberikan dasar yang lebih kuat bagi

evaluasi internal dan eksternal.

Implikasi berikutnya berkaitan dengan konsistensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsistensi
tidak harus dipahami sebagai kewajiban menghasilkan keputusan yang sama untuk semua perkara.
Konsistensi yang relevan adalah konsistensi dalam penggunaan parameter. Perkara yang berbeda dapat
menghasilkan keputusan berbeda, tetapi perbedaan tersebut harus dapat dijelaskan berdasarkan
perbedaan fakta dan kondisi yang relevan. Sebaliknya, perkara yang memiliki karakteristik sebanding
seharusnya dianalisis menggunakan parameter yang relatif sama. Pendekatan ini memungkinkan
sistem mempertahankan sensitivitas terhadap konteks tanpa mengorbankan kesetaraan perlakuan.
Dengan demikian, pedoman penggunaan diskresi sebaiknya tidak hanya berisi daftar hasil yang harus
dicapai, tetapi juga menyediakan struktur pertanyaan dan indikator pertimbangan yang membantu

jaksa menjelaskan dasar pengambilan keputusan.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam membaca hasilnya.
Pertama, karakter kualitatif penelitian menjadikan hasil rekonstruksi berfokus pada kedalaman analisis
hubungan antara norma dan praktik, sehingga tidak dimaksudkan untuk mengukur frekuensi atau
proporsi penggunaan diskresi secara statistik. Kedua, akses terhadap dokumen perkara dan keputusan
penuntutan dapat dibatasi oleh kerahasiaan, kepentingan institusional, atau karakter informasi yang

sensitif. Kondisi tersebut dapat membatasi variasi praktik yang dapat dianalisis. Ketiga, wawancara
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dengan aktor penuntutan berpotensi dipengaruhi oleh cara informan menjelaskan praktik institusional
dan pengalamannya sendiri. Meskipun triangulasi digunakan untuk mengurangi keterbatasan tersebut,
penelitian ini tetap tidak dapat menghilangkan sepenuhnya kemungkinan adanya perbedaan antara

praktik yang dijelaskan dan praktik yang sesungguhnya terjadi.

Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian selanjutnya perlu memperluas basis empiris dengan
menganalisis lebih banyak dokumen keputusan dari variasi jenis perkara dan wilayah yang berbeda.
Pendekatan komparatif juga dapat digunakan untuk menguji apakah parameter legalitas dan
akuntabilitas yang direkonstruksi dalam penelitian ini memiliki pola penerapan yang berbeda
antarwilayah atau antarjenis perkara. Selain itu, penelitian mendatang dapat mengembangkan
pengukuran empiris terhadap tingkat konsistensi keputusan dengan membandingkan karakteristik
perkara, alasan penghentian, dan hasil keputusan secara lebih sistematis. Pengembangan berikutnya
juga dapat diarahkan pada evaluasi efektivitas pedoman atau mekanisme pengawasan dalam

meningkatkan kualitas justifikasi keputusan.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa batas diskresi jaksa dalam penghentian penuntutan tidak dapat
ditentukan hanya berdasarkan keberadaan kewenangan formal. Legalitas memang menjadi dasar awal
yang menentukan sumber dan ruang sah penggunaan kewenangan, tetapi legitimasi keputusan juga
bergantung pada relevansi kondisi konkret perkara, kualitas dan rasionalitas alasan keputusan,
konsistensi penerapan parameter, serta ketersediaan mekanisme akuntabilitas. Berdasarkan hasil
rekonstruksi, diskresi yang sah terbentuk melalui hubungan kumulatif antara lima dimensi tersebut.
Dengan demikian, suatu keputusan penghentian penuntutan tidak cukup dinilai dari hasil akhirnya,
melainkan harus diuji melalui proses justifikasi yang menghubungkan dasar hukum, fakta perkara,
alasan pengambilan keputusan, dan kemungkinan untuk menelusuri serta mempertanggungjawabkan
penggunaan kewenangan. Temuan ini menempatkan legalitas dan akuntabilitas sebagai dua prinsip
yang saling melengkapi dalam membentuk batas diskresi, sehingga fleksibilitas yang diperlukan dalam
proses penuntutan tetap dapat berjalan tanpa mengurangi kepastian hukum, kesetaraan perlakuan, dan

legitimasi institusional.

Kebaruan penelitian ini terletak pada rekonstruksi batas diskresi melalui kerangka yang
menghubungkan kewenangan yang sah, kondisi perkara, alasan keputusan, konsistensi, dan
akuntabilitas secara terpadu. Kerangka tersebut memberikan kontribusi konseptual dengan menggeser
pembahasan dari sekadar pertanyaan mengenai ada atau tidaknya diskresi menuju pengujian terhadap
kualitas penggunaannya, sekaligus memberikan implikasi praktis bagi penguatan standar justifikasi
dalam keputusan penghentian penuntutan. Ke depan, parameter tersebut dapat dikembangkan menjadi
pedoman evaluasi yang membantu memastikan bahwa setiap penggunaan diskresi didasarkan pada
pertimbangan yang relevan, rasional, konsisten, dan dapat diperiksa. Penelitian selanjutnya perlu

memperluas basis empiris melalui analisis dokumen keputusan dan praktik penghentian penuntutan
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pada variasi perkara dan wilayah yang lebih beragam agar penerapan serta ketahanan kerangka

rekonstruksi ini dapat diuji secara lebih mendalam.
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